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ABSTRAK

Penggunaan nama badan usaha lain merupakan perbuatan yang dilakukan mulai
dari pendaftaran dan pemenuhan syarat untuk mengikuti pengadaan barang atau
jasa sampai pada pelaksanaan kontrak hingga pencairan dana dengan cara
meminjam nama serta dokumen badan usaha lain yang dipinjam. Sistem dalam
proses pengadaan barang dan jasa telah diatur secara tegas dalam Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
namun mekanisme yang berjalan saat ini dinilai oleh beberapa kalangan masyarakat
masih rawan akan terjadinya penyelewengan. Badan usaha yang tidak memenuhi
syarat yang telah ditentukan oleh pemilik proyek/pengguna jasa akan melakukan
praktik pinjam nama badan usaha lain, karena dianggap lebih singkat dan
memerlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan badan usaha tersebut
berusaha untuk memnuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemilik proyek.
Salah satu bentuk penyelewengan tersebut adalah masih adanya praktik
peminjaman nama badan usaha lain yang dilakukan oleh orang atau badan usaha
lain untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitiam ini
penulis akan menilai bagaimana regulasi yang ada serta penerapannya mencegah
adanya praktik pinjam nama badan usaha lain dengan menggunakan teori
efektivitas hukum.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Praktik Pinjam Nama Badan Usaha,

Pengadaan Barang atau Jasa
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada saat ini sejatinya memiliki tujuan
yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara
adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan
penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis yang didasarkan pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan
nasional dibagi dalam dua jenis yaitu pembangunan nasional secara fisik dan
pembanguan nasional secara non-fisik. Pembangunan nasional secara fisik
memiliki pengertian yaitu pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata seperti bangunan,
infrastruktur, fasilitas umum, dan lain-lain.! Sedangkan pembangunan nasional
yang non-fisik yaitu jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat
setempat dan memiliki jangka waktu yang lama misalnya peningkatan
perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat, dan lain-lain.
Dalam penulisan ini, pembangunan nasional secara fisik yang akan lebih dikaji

dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada.

Pembangunan nasional secara fisik yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia
dapat diwujudkan melalui proyek-proyek konstruksi yang tentunya akan
membutuhkan peran para pihak yang terkait dalam konstruksi, salah satu
perwujudan pembangunan nasional oleh pemerintah dalam bidang konstruksi
adalah mengadakan proyek-proyek konstruksi seperti pembangunan jembatan,
jalur bebas hambatan, jalur untuk transportasi umum, dan lain sebagainya.

1 Mudrajad Kuncoro, Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan, Jakarta: Erlangga, 2010,
him. 20.



Sektor konstruksi adalah salah satu sektor yang paling strategis dan menentukan
kehidupan masyarakat dan bangsa yang menjadikannya pilar utama perekonomian
bangsa terutama terkait dengan penyediaan infrastuktur sebagai penopang utama
roda perekonomian. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin
Aksa yang mengatakan pada intinya bahwa untuk mewujudkan ekonomi yang kuat,
harus ada pembangunan infrastruktur yang dapat berkontribusi pada pemerataan

pertumbuhan perekonomian nasional.?

Pekerjaan konstruksi memiliki pengertian yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan
yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam pelaksanaan
proyek konstruksi harus diselenggarakan secara menyeluruh mulai dari tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga pada tahap pemeliharaan. Pihak-pihak
yang terlibat dalam proyek konstruksi dari tahap tersebut dapat dikelompokkan
menjadi tiga pihak, yaitu pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor. Masing-
masing pihak yang terlibat memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang sesuali

dengan posisinya, yaitu:

1. Pemilik Proyek (Owner)
Pemilik Proyek (owner) adalah seseorang atau instansi yang memiliki hak
tehadap proyek yang dibangun serta membiayainya. Pemilik proyek atau
pemberi tugas atau pengguna jasa adalah orang/badan yang memiliki proyek
dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada
pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut.® Badan
atau instansi ini dapat merupakan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara,

maupun Swasta.

2 Gora Kunjana, Artikel: Wujudkan Ekonomi yang Kuat, Erwin Aksa: Harus ada Infrastruktur Bermanfaat,
https://investor.id/business/wujudkan-ekonomi-yang-kuat-erwin-aksa-harus-ada-infrastruktur-bermanfaat,
diakses pada tanggal 25 Mei 2020, pukul 11.01 WIB.

3 Wulfram I. Ervianto, Manajemen Proyek Konstruksi, Yogyakarta: Andi Offset, 2005, him. 44.
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2. Konsultan

Konsultan konstruksi memegang peranan yang sangat penting di dalam
keberhasilan sebuah proyek. Tugas sebuah perusahaan konsultan adalah
mengawal klien pada tahap awal proyek (tahap perencanaan dan
perancangan) untuk mempersiapkan tahap selanjutnya, serta pada masa
konstruksi (pelaksanaan pembangunan fisik). Deskripsi pekerjaan konsultan
secara umum adalah menerjemahkan keinginan dan kebutuhan klien dengan
mendampingi konsultan perencana dalam proses desain yang dituangkan ke
dalam dokumen gambar, perhitungan, dan dokumen pendukung lainnya.
Kemudian melakukan pengawasan dan pendampingan kontraktor pada fase
pelaksanaannya. Perencanaan di awal proyek yang matang akan
menghasilkan sebuah produk pedoman pelaksanaan yang akurat, yang
nantinya akan sangat turut menentukan kesuksesan sebuah proyek.*

3. Kontraktor
Kontraktor adalah orang/badan yang menerima pekerjaan dan
menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan
berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta Syarat-syarat yang

ditetapkan.®

Pihak terkait sesuai dengan posisinya berinteraksi satu sama lain dalam suatu
hubungan kerja. Koordinasi yang baik dari berbagai pihak yang terlibat dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan proyek konstruksi merupakan
komponen utama dalam mencapai keberhasilan suatu proyek. Dalam proses
pelaksanaan proyek konstruksi pihak-pihak di bidang konstruksi terkait harus
melalui beberapa tahapan sebelum melakukan pekerjaannya, salah satu tahapan

tersebut adalah pengadaan barang atau jasa.

4 Peter F Kaming, etal., Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7): Studi Peran Konsultan
Manajemen Konstruksi pada Tahapan Proyek (079K) halaman 111-118, Surakarta: Universitas Negeri
Sebelas Maret, 2013, him. 111.

5 Id., him. 46.



Dalam layanan jasa konstruksi khususnya tahap pengadaan barang atau jasa
terdapat dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni
pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau
badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek (owner) yang
memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau
badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi (kontraktor).
Kontraktor sebagai penyedia jasa ada untuk memberikan layanan jasa konstruksi
yang diinginkan oleh Pengguna jasa atau pemilik proyek. Dalam tahap ini
Konsultan memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada
pengguna jasa, seperti penilaian penawaran yang diajukan oleh penyedia jasa yang
akan disesuaikan dengan anggaran dalam pekerjaan konstruksi yang akan
dilaksanakan.

Pengadaan barang atau jasa khususnya di bidang konstruksi tidak dapat dihindarkan
sebagai tujuan untuk menjaga kelancaran operasional dan menjamin terciptanya
pertumbuhan ekonomi, yang mana dalam mendapatkannya tidak dapat diperoleh
secara instan, tetapi diperlukan waktu. Hal tersebut dimulai dari melakukan riset,

proses tender, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan pasca konstruksi.

Dalam tahap pengadaan barang atau jasa ini menjadi perbuatan awal dari badan
usaha yang melakukan praktik pinjam nama. Suatu pekerjaan konstruksi akan
diberikan kepada pemenang lelang yang tentunya telah memenuhi syarat dari
pemilik proyek/pengguna jasa, namun badan usaha yang ingin mendapatkan proyek
dari pemilik proyek terhalang oleh syarat yang tidak dapat dipenuhi. Oleh karena
itu, badan usaha yang tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemilik
proyek melakukan pinjam nama badan usaha yang dapat memenuhi syarat tersebut,

namun dalam pengerjaan proyek tetap dilaksanakan oleh badan usaha yang

6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, cet.4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, him.
595.



meminjam nama. Hal tersebut tentu akan berdampak pada tahap pekerjaan
konstruksi dari proyek yang diadakan oleh pemilik proyek.

Pada pengerjaan suatu proyek konstruksi, seorang kontraktor yang mengerjakan
suatu proyek konstruksi adalah badan usaha yang telah dianggap menang dalam
lelang. Dalam praktik ini kenyataanya bukan badan usaha jasa konstruksi yang
memenangkan tender pada proses lelang yang melakukan pekerjaan konstruksi.
Namun, pekerjaan konstruksi diberikan kepada badan usaha lain yang sebenarnya
dari awal menginginkan pekerjaan yang diadakan oleh pemilik proyek (owner)
tetapi tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan pemilik proyek. Setelah
kontraktor yang bersangkutan selesai mengerjakan proyek konstruksi tersebut, ia
akan memberikan sejumlah fee yang telah disepakati kepada pemilik nama badan
usaha konstruksi yang dipinjam tadi.

Penyalahgunaan seperti ini sering terjadi, sebagaimana dikutip dalam situs
beritasatu.com dikatakan bahwa “'Pinjam Bendera' merupakan istilah populer yang
menggambarkan adanya praktek fiktif pengadaan barang dan jasa dengan
memanfaaatkan badan usaha orang lain yang telah memiliki pengalaman pada
proyek yang diincar untuk dikerjakan oleh perusahaan sendiri yang belum memiliki
pengalaman pada pekerjaan tersebut.”’ Dalam masyarakat jasa konstruksi dikenal
dengan istilah pinjam nama atau pinjam bendera perusahaan yang sampai saat ini
belum ada aturan tegas yang mengatur hal ini sehingga praktik ini sering terjadi
yang dimungkinkan dapat menimbulkan kerugian kepada berbagai pihak apabila

tidak ditindak secara tegas.

Maksud dari “peminjaman nama badan usaha” ini adalah Badan Usaha yang
menggunakan nama badan usaha lain untuk mengikuti proses lelang pengadaan

barang atau jasa. Peminjaman nama badan usaha tersebut tentunya dengan

7 Feriawan Hidayat, Berita: Praktek Pinjam 'Bendera’ Bisa Dikenakan Pidana,
https://www.beritasatu.com/nasional/466384-praktek-pinjam-bendera-bisa-dikenakan-pidana, diakses
pada tanggal 25 Mei 2020, pukul 11.06 WIB.



https://www.beritasatu.com/nasional/466384-praktek-pinjam-bendera-bisa-dikenakan-pidana

persetujuan Direksi atau pun Pengurusnya. Apabila badan usaha tersebut ditunjuk
sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang atau jasa tersebut maka
pelaksanaan pekerjaan bukan oleh badan usaha yang menjadi pemenang melainkan
badan usaha yang telah meminjam nama badan usaha tersebut.® Keadaan tersebut
sedikit banyak akan membawa kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna barang
atau jasa, seperti bila kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh badan usaha
peminjam nama hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan yang beralaku maupun
bila badan usaha peminjam nama tersebut melakukan ingkar janji yang berakibat
pada menurunnya kredibilitas badan usaha yang dipinjam namanya tersebut.
Kerugian oleh badan usaha yang dipinjam namanya tersebut cukup besar karena
selain kerugian materi juga reputasi badan usaha tersebut menjadi jelek dan

hilangnya kesempatan untuk dapat mengikuti lelang pengadaan barang atau jasa.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan
peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut bahwa suatu instansi atau perusahaan
agar dapat mengikuti lelang yang diadakan harus memenuhi kualifikasi atau syarat-
syarat yang ditentukan. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam prinsip-prinsip
pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik
Negara, yaitu: “terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh
semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;”. Peraturan
mengharuskan peserta lelang untuk memenuhi syarat dengan harapan proyek dapat
diselesaikan dengan hasil seperti yang diinginkan oleh Pengguna Jasa. Kemudian
masalah timbul apabila terjadi perbedaan antara badan usaha dalam lelang dan
badan usaha dalam pengerjaan proyek tersebut yang seharusnya satu rangkaian
sebagaimana telah diharapkan pengguna jasa dalam kontrak. Oleh karena itu,

apabila terdapat perbedaan antara badan usaha yang ditunjuk oleh pengguna jasa

8 Eko Sri Darminto, Tesis: Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha Dalam Lelang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau Dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah, Semarang: Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006, him. 10.



dengan saat pengerjaannya, maka syarat yang telah ditentukan dari awal oleh
pengguna jasa tidak memiliki arti apapun, padahal syarat ini ditujukan kepada
badan usaha yang akan mengikuti pengadaan sampai nantinya dalam tahap

pengerjaan.

Praktik pinjam nama sebagaimana diketahui merupakan praktik meminjam nama
badan usaha lain dengan alasan salah satunya memenuhi syarat dalam suatu
pengadaan barang atau jasa, seperti syarat bahwa suatu suatu badan usaha untuk
menjadi  peserta lelang harus memiliki modal sekurang-kurangnya
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana syarat tersebut tidak dapat
dipenuhi oleh badan usaha yang sebenarnya memiliki keinginan untuk mengikuti
suatu pengadaan, namun tidak dapat dilakukan karena terbatas oleh syarat-syarat
yang ditentukan oleh pemilik proyek sehingga dilakukan pinjam nama. Kondisi
seperti ini tentu tidak akan diketahui oleh pemilik proyek karena kesepakatan
pinjam nama dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemilik proyek. Pemilik proyek
hanya sekedar mengetahui bahwa pekerjaan dilakukan oleh badan usaha yang telah
dipilih dan melakukan perjanjian terhadapnya. Oleh karena itu tentu akan timbul

pertanyaan apakah hal tersebut dapat disebut dengan penipuan?

Perlu diketahui terdapat suatu praktik yang serupa dengan praktik pinjam nama
badan usaha yang disebut dengan kerja sama operasi/joint operation yang mana
beberapa badan usaha melakukan kerja sama untuk mengikuti suatu pengadaan
dengan mengatasnamakan suatu nama baru yang mewakili gabungan dari badan
usaha yang melakukan kerja sama untuk memudahkan dalam mengikuti tahapan
dalam tender tersebut. Namun berbeda dengan kerja sama operasi yang secara
terang asal usul yang diketahui oleh pemilik proyek, dalam praktik pinjam nama
yang mana badan usaha akan meminjam nama badan usaha lain yang dilakukan
secara “diam-diam” dengan maksud agar pemilik proyek tidak mengetahui bahwa
yang akan mengerjakan proyeknya nanti bukan badan usaha yang ikut dalam
tahapan pengadaan melainkan badan usaha yang ingin mendapatkan proyek

tersebut namun terhalang oleh syarat-syarat yang ditetapkan pemilik proyek.



Dalam tahapan pengadaan menjadi tahapan yang paling penting dalam melakukan
praktik pinjam nama karena dalam tahapan ini akan ada dokumen yang diberikan
oleh peserta lelang kepada pemilik proyek yang ditentukan dalam dokumen yang
disebut sebagai Dokumen Pemilihan yang terdiri atas dokumen kualifikasi serta
dokumen tender sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Pengadaan).
Dalam praktiknya memang badan usaha akan mencantumkan hal-hal yang sesuai
dengan badan usaha yang mengikuti pengadaan, namun tidak akan mencantumkan
hal-hal yang berkaitan dengan badan usaha yang meminjam nama atau yang
sebenarnya akan mengerjakan proyek ini. Oleh karena itu muncul pertanyaan
apakah hal ini juga dapat dikatakan sebagai tindakan penipuan dalam hal
memalsukan dokumen dengan mencantumkan hal-hal yang tidak sesuai dengan
badan usaha yang akan mengerjakan proyek tersebut maupun memberikan
keterangan yang tidak benar/palsu kepada pemilik proyek? Padahal dalam Perpres
Pengadaan telah ditentukan bahwa perbuatan/tindakan peserta pemilihan dapat
dikenakan sanksi apabila memberikan dokumen atau keterangan palsu agar

terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

Dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP No. 9 Tahun 2018) pada bagian romawi ketiga (I11)
pada poin 3.4.1 huruf h angka 6 dinyatakan bahwa pada intinya data dan dokumen
penawaran yang disampaikan harus benar, dan apabila ditemukan bahwa dokumen
yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka pimpinan dari suatu
instansi tersebut bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman
dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana

kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pemerintah memang belum memiliki peraturan yang tegas mengenai pelarangan

praktik pinjam nama badan usaha, namun peraturan-peraturan yang telah



disampaikan sebelumnya telah mengatur tegas tindakan badan usaha yang
mengelabui pengguna jasa/pemilik proyek dengan memberikan dokumen palsu

atau tidak benar dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Dari hal-hal yang sudah dipaparkan tersebut, Penulis akan membahas dan
mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan dari praktik pinjam nama dengan
adanya pemberlakuan peraturan-peraturan seperti yang diatur dalam LKPP No. 9
Tahun 2018 dan Perpres Pengadaan. Penulis akan melakukan penelitian untuk
mendapatkan informasi di perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dengan
alasan mengingat bahwa penulis akan membahas topik mengenai pinjam nama
badan usaha di bidang jasa konstruksi sehingga diharapkan terdapat narasumber

yang tepat diwawancara agar terpenuhinya bahan/materi dalam penulisan ini.

Sebelumnya pernah dibahas mengenai praktik pinjam nama badan usaha dalam
sebuah tesis yang ditulis oleh Eko Sri Darminto, S.H., CN. Dengan judul “Akibat
Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah”. Tesis ini membahas bagaimana akibat hukum dari praktik
pinjam nama badan usaha yang lingkupnya pengadaan barang atau jasa pemerintah
dikaitkan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Meskipun terdapat kesamaan
topik mengenai praktik pinjam nama badan usaha, penulis akan memberikan
pembaharuan atau pembedaan dari tesis tersebut yaitu penulis akan melihat sejauh
mana kefektivitasan dari pelaksanaan peraturan yang berlaku selama ini untuk
mencegah adanya praktik pinjam nama khususnya dalam bidang jasa konstruksi.

Bentuk penyelewengan berupa praktik pinjam nama badan usaha saat ini yang
masih dijumpai dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa khususnya jasa
konstruksi, walaupun sudah adanya beberapa peraturan yang secara tidak langsung
melarang bentuk dari praktik ini. Oleh karena itu penulis memberanikan diri untuk

mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul:



“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENGENAI PRAKTIK
PINJAM NAMA BADAN USAHA BIDANG KONSTRUKSI DI
INDONESIA”

1.2.

1.3.

Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini berdasasrkan latar belakang yang telah dijabarkan
sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan terhadap masalah terkait
dengan adanya peraturan yang berlaku sampai saat ini terhadap praktik
pinjam nama badan usaha yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai
berikut:

1. Bagaimana pola-pola praktik pinjam nama badan usaha yang
dilakukan di bidang jasa konstruksi?

2. Apakah praktik pinjam nama dapat dikatakan sebagai tindakan
penipuan berdasarkan LKPP No. 9 Tahun 2018 dan Perpres
Pengadaan?

3. Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam bidang jasa konstruksi
yang telah ada dan berlaku sampai saat ini kaitannya dengan praktik

pinjam nama badan usaha?

Tujuan Penelitian

Penulisan atas permasalahan yang menyangkut mengenai pelaksanaan
peraturan-peraturan yang berlaku sebgai tindakan pencegahan atas terjadinya
praktik pinjam nama badan usaha. Penulis akan berusaha untuk menemukan
alasan masih banyak terjadi praktik ini khususnya di bidang konstruksi. Maka

melihat permasalahan itu penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan pengetahuan mengenai pola-pola praktik pinjam

nama yang dilakukan badan usaha di bidang jasa konstruksi.
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2. Mengetahui kelemahan yang terjadi pada praktiknya yang
menjadi penyebab dari sering terjadinya praktik pinjam nama

ini dilakukan.

1.4. Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Teoritis
Dari segi teoritis, Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan
penjelasan mengenai cara-cara praktik pinjam nama ini dilakuan oleh
badan usaha di bidang konstruksi sehingga pembuat kebijakan dapat
memberikan perhatian lebih pada peraturan yang ada dalam mengatur

praktik ini.

1.4.2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
dalam hal ditemukannya kelemahan yang ada di lapangan agar dapat
dibenahi sehingga terhindar dari adanya praktik pinjam nama badan

usaha di bidang konstruksi

1.5. Metode Penelitian
Penulis menggunakan metode penelitian yakni yuridis empiris. Suatu analisis
yang merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum, membahas
bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini juga harus
berangkat dari fenomena hukum dan juga norma hukum. Penulis
menggunakan metode ini karena metode ini bertitik tolak dari data
primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai
sumber pertama melalui penelitian lapangan melalui pengamatan, wawancara
atau penyebaran kuesioner.® Dalam penelitian ini data akan didapatkan dari

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

9 Jonaedi Efendi et.al., Metode Penelitian Hukum, Depok: Kencana, 2016, him. 149.
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1.5.1.  Sifat Penelitian
Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif
adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu
variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan dan analisis data
tidak keluar dari lingkunp sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori
atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk
menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi
atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang
lain®. Sedangkan analisis adalah penelitian yang satu atau lebih
variabel yang bersinggungan!!. Maka dapat diketahui deskriptif
analistis yakni dua variabel yang bersingungan maupun tidak, namun
mempunyai masalah di dalamnya untuk menghubungkan kedua
variabel tersebut. Dalam penulisan ini terdapat permasalahan hukum
yakni mengenai praktik pinjam nama yang sering terjadi dalam jasa
konstruksi, penulis akan melakukan penelitian untuk menemukan
kelemahan-kelemahan yang ada di lapangan sehingga praktik ini masih
saja sering terjadi, baik itu dari pemberlakuan hukumnya maupun

pengawasan di lapangan.

1.5.2. Data Penelitian
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer

dan data sekunder, yaitu:

Data Primer:

Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara
langsung pada objek penelitian yaitu sebuah perusahaan yang
bergerak pada bidang jasa konstruksi, wawancara terhadap

narasumber yang dianggap memiliki wewenang untuk menjawab

10 Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, him 11.
11 d, him 12.
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atau memiliki relevansi terhadap obyek penelitian seperti pekerja

yang bekerja untuk perusahaan yang bersangkutan.

Data Sekunder

Data sekunder digunakan dalam penulisan ini digunakan sebgai

bahan rujukan oleh penulis dalam menjawab permasalahan yang

ada melalui studi kepustakaan.

1) Bahan Hukum Primer:

a.
b.
C.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-08/MBU/ 12/2019 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha
Milik Negara

2) Bahan Hukum Sekunder:

a.
b.

C.

Buku-buku mengenai pengadaan barang dan jasa.
Buku-buku di bidang hukum konstruksi.

Jurnal-jurnal hukum penunjang penulisan skripsi.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, mengutip,

merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis

peraturan yang berlaku.
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b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dengan menggunakan Fiekd Research yaitu
pengumpulan data primer dalam suatu penelitian yang dilakukan
terhadap objek penelitian dengan mendapatkan data fakta secara

langsung dari lokasi penelitian di:

1. Perusahaan di bidang Jasa Konstruksi

1.5.4. Analisis Data

Dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara penulis memaparkan

fata-fakta yang didapat berdasarkan hasil penelitian. Melalui hasil

pengumpulan fakta tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan

metode induktif sehingga didapatkan kesimpulan secara umum untuk

menjawab permasalhan yang ada.

1.6 Rencana Sistematika Penulisan

BAB I:

Pendahuluan

Bab pertama dalam penulisan ini akan membahas terkait
pemicu penulis mengambil topik ini seperti latar belakang
pemilihan topik penulisan, permasalahan-permasalahan yang
muncul dari topik yang diambil, maksud dan tujuan dari
penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan
sistematika dari penulisan ini. Semua rangkaian bab pertama
yang telah disebutkan sebelumnya akan menggambarkan
hal-hal yang akan dijelaskan dan dibahas dalam penulisan
ini, sehingga pembaca dapat memahami apa yang akan
dibahas dan dijelaskan secara garis besar oleh penulis dalam

penulisan ini.
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BAB II:

BAB IlI:

BAB IV:

BAB V:

Pengaturan Pengadaan Barang atau Jasa di Indonesia

Dalam bab kedua penulis akan menjelaskan mengenai
prosedur pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah serta
ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi
peserta dalam lelang pengadaan barang dan jasa oleh

pemerintah dikaitkan dengan peraturan terkait.

Pola-Pola Praktik Pinjam Nama Badan Usaha di bidang
Jasa Konstruksi

Bab ketiga penulisan ini akan membahas mengenai pola-pola
atau cara-cara badan usaha untuk mengelabui pemilik proyek
atau pengguna jasa dengan tindakan pinjam nama badan
usaha dan sekaligus akan menjelaskan mengenai praktik dari
pinjam nama badan usaha itu sendiri khususnya dalam

bidang konstruksi.

Keefektivitasan Pelaksanaan Peraturan di Bidang Jasa
Konstruksi terhadap Praktik Pinjam Nama Badan
Usaha di Indonesia

Bab keempat dalam penulisan ini akan membahas mengenai
peraturan-peraturan berlaku yang mengatur secara langsng
atau tidak langsung mengenai praktik yang dibahas. Penulis
akan menilai keefektivitasan peraturan yang ada apakah
sudah cukup kuat sebgai tindakan pencegahan praktik ini
terjadi serta menilai pelaksanaan dari peraturan ini di

lapangan.
Kesimpulan dan Saran

Dalam bab kelima penulisan ini, akan ditarik kesimpulan dari

pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan dalam bab
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sebelumnya dengan memberikan saran-saran yang

diperlukan.
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